
WAL IK O ' TA P O N ' T I A N  AK 

P R O V I N S I  KALIMANTAN BARAT 

PERA'TURAN WALIKOTA P O N T I A N A K  
NOMOR 79 T A H U N  2020 

TENTANG 

M E K A N I S M E  PEMBERIAN T ' U G A S  BELAJAR ,  I Z I N  B E L A 0 J A R  
B A G I  EGAWAI NEGERI S I P I L ,  D I  L I N G K U N G A N  

PEMERIN'TAH  KO'TA P O N' T I A N A  

DENGAN RAHMAT TUHAN Y A N G  MAHA ESA 

WALIKOTA PONTIANAK, 

Menimbang 

b.  

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat ( 1 )  dan ayat (2) 
U n d a n g - U n d a n g  Nomor 5 Tahun 2 0 1 4  tentang Aparatur Sipil 
Negara menyatakan bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil 
Negara m e m i l i k i  hak dan kesempatan untuk 
mengembangkan kompetensi, pengembangan kompetensi 
sebagaimana d i m a k s u d  antara lain melalui pendidikan dan 
pelatihan, seminar, kursus,  dan penataran; 

bahwa dalam rangka pdnbinaan dan pengembangan 
aparatur sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, 
kemampuan dan keterampilan pegawai guna memenuhi 
kebutuhan tenaga yang berpendidikan sesuai dengan 
kompetensi maka pegawai diberi kesempatan untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; 

Mengingat 

c .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Mekanisme Pemberian Tugas Belajar, zin 

Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kota Pontianak; 

1 .  Pasal 1 8  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2 .  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republ ik  I n d o n e s i a  Tahun 1 9 5 3  Nomor 9) 
sebagaimana telah d i u b a h  d c n g a n  Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1 9 6 5  ten tang Pem ben tukan  Daerah Tingkat I I  Tanah 
L a u t ,  Daerah Tingkat I I  Tapin dan Daerah Tingkat II  
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1 9 5 9  tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
N omor 3 Tahun 1 9 5 3  ten Lang Pembentukan Daerah Tingkat 
I I  d i  Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T a h u n  1 9 6 5  Nomor 5 1 ,  Tambahan Lembaran N e ar a  
Republik Indonesia Nomor 2756) ;  , ­  
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Memperhatikan 

3 .  

4. 

5. 

6 .  

7. 

8. 

9. 

10 .  

Undang-Undang Nomor 20 T a h u n  2003 t e n t a n g  S i s t e n  
Pendid ikan Nasional ( L e m h a r a n  Negara R e p u b h i k  I n d o n e n  
Tahun 2003 Nomor 78 ,  Tambahan Lembaran N e g a r a  
Republik Indonesia Nomor 4 3 0 1 ) ;  

Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2012  tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2  
Nomor 158 .  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336);  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 0 1 4  tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  
Nom or  6,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494) ; 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lemb;ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 
58 , Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia N omor 
5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 0  Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 3 5 ) ;  
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 7  ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017  Nomor 63 ,  Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  
Tahun 2 0 1 7  tentang Manajemen Pegawai Negeri S ip i l  
(Lembaga Negara Republ ik Indonesia Tahun2020 Nomor 68 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477) ;  

Peraturan Presiden Nomor 12  Tahun 196 1  tentang 
Pemberian Togas Belajar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun Tahun 1961  Nomor 234 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 
Tahun 2 0 1 1  tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri 
Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar /ljazah .  

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang 
Pemberian Togas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri 
Sipil; 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN 
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA'ONTIANAK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal l 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Kota Pontianak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. 

3 .  Walikota adalah Walikota Pontianak. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pontianak. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak. 

6.  Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota. 
7 .  Pejabat Yang Berwenang adalah Sekretaris Dac rah .  
8 .  Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerin tahan yang menjadi kewenangan daerah .  

9 .  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. 

1 0 .  Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi PNS dalam 
lingkungan unit kerjanya. 

1 1 .  Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS 
berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan 
sebagai dasar penggajian. 

1 2 .  Jabatan Struktural adalah kedudukan yag menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu 
satuan organisasi. 

1 3 .  Jabatan Fungsional adalah kcdudukan y a n g  m e n u n j u k k a n  tugas ,  t anggun 

jawab, wewenang, dan hak sescorang PNS d n l a m  rangka mcnjnlnnknn t ugas 

pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan u n t u k  mencapai t ujuan 

organisasi. 
Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai 
dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja 
Pemerintah Kota Pontianak dengan biaya murni dibebankan dalam dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak dan beasiswa. 

lzin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang kepada PNS 
yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal, sesuai dengan 
kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja 
Pemerintah Kota Pontianak dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar 
jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan. 

'• 
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16 .  Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada 
PNS yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang 
ditempuh, beasiswa dapat diberikan oleh pemerintah, perusahaan ataupun 
yayasan. 

1 7 .  Keterangan Menyelesaikan Pendidikan adalah keterangan menyelesaikan 
pendidikan bagi PNS yang tidak memiliki izin belajar yang diberikan o l ch  Pejabat 
Pembina Kepegawaian. 

18 .  Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 
tinggi baik negeri dan swasta yang memiliki akreditasi. 

19 .  Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 
mencakup program pendidikan diploma, sarjana,  magister, spesialis, doktor, 
profesi yang diselenggarakan oleh perguruan t inggi. 

20.  Pendidikan Formal adalah jalur pendi d i k an  y a n g  t e r s t r u k t u r  dan b e r j e n j a n g  

yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan mcnengah dan pendidikan tinggi. 

2 1 .  Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan atau satuan 
pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa 
lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. 

2 2 .  Pendidikan Terakhir adalah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh PNS yang 
digunakan sebagai dasar dalam pengangkatan CPNS atau dalam pertimbangan 
kenaikan pangkat PNS. 

23 .  Bidang Iimu adalah lingkup pengetahuan y a n g  dipil ih oleh PNS dalam rangka 
tugas belajar atau izin belajar. 

24 .  Program Studi adalah program/ilmu kekhususan yang ditempuh oleh PNS 
dalam rangka tugas belajar atau izin belajar 

25.  ljazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap 
prestasi belajar dan/atau penyelesaian s u a t u  jnjang pendidikan setelah l u l u s  
ujian menempuh tingkat pendidikan formal 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LlNGKUP 
Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam 
melaksanakan proses pemberian Tugas Belajar, lzin Belajar bagi PNS di Lingkungan 
Pemerintah Kota Pontianak. 

Pasal 3 

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah: 
I� . a. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang memiliki 

keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta 
pengembangan organisasi; dan 

b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta 
sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir 

PNS . 
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P a s a l  4  

Ruang l ingkup Peraturan Walikota in i  a d a l a h  
a. prinsip pemberian tugas bclajar; 
b. seleksi calon peserta tugas belajar dan izin bclajar ;  
c.  prinsip pemberian t ugas  belajar ;  
d .  seleksi calaon pese r ta  tugas belajar dan  izin b e l a j a r ;  
e.  tata cara pengajuan tugas belajar; 
f. hak dan kewajiban PNS tugas belajar; 
g. izin belajar dan ketentuan pemberian izin belajar; 
h.  tata cara pengajuan izin belajar; 
i .  hak dan kewajiban PNS izin belajar; 
j .  penetapan surat izin mengikuti pendidikan; 
K. pembiayaan; 
1. pembatalan; 
m. pangkat dan pengakuan ijazah/pencantuman gelar; 
n .  sanksi; dan 
o .  mon i tor ing  dan evaluasi. 

BAB II I  

PRINSIP PEMBERIAN TUGAS BELAJAR 

DAN IZIN BELAJAR 

Pasal 5 

Pemberian tugas belajar dan izin belajar menganut prinsip: 
a. terbuka yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua PNS; 
b .  nondiskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan 

berdasarkan gender, suku, ras dan agama; dan 
c. keadilan clan kesetaraan yaitu penyelenggaraan mencerminkan rasa keadilan 

dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi semua PNS. 

l 

BAB IV 

SELEKSI CALON PESERTA TUGAS BELAJAR 

DAN IZIN BELAJAR 

Pasal 6 

( 1 )  Tim seleksi calon peserta tugas belajar dan izin belajar terdiri atas: 
a. Walikota/Wakil Walikota; 
b. Sekretaris Daerah Kota Pontianak; 
c .  Kepala Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Pontianak;dan 
d.  Pejabat yang menangani pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak; 
e. Inspektorat Kota Pontianak; dan 

f.  Unsur lain yang terkait baik secara fungsional maupun secara profesional 
menjadi penyelenggara seleksi peserta pendidikan.  

(2) Tim seleksi calon peserta pendidikan melakukan  anal isis un tuk  menentukan 
jenjang pend id ikan  d a n  program s t u d i  yang akan  direncanakan dalam tahun 
anggaran berkenaan. 
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( 1 )  
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

BAB V 

TUGAS BELAJAR 

Bagian Kesatu 
Pemberian Tugas Belajar 

Pasal 7 

Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Walikota. 
Pemberian surat rekomendasi mahasiswa dalam rangka tugas belajar 
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. 
Badan I<epegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak 
melaksanakan proses pemberian tugas belajar., 
Pemberian surat izin mengikuti seleksi tes mah~siswa baru dalam rangka tugas 
belajar ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kata Pontianak. 
Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya diberikan 
kepada PNS yang akan mengiku ti pendidikan yang diselenggarakan oleh: 
a. perguruan tinggi negeri; 
b. perguruan tinggi swasta; 
c.  perguruan tinggi kedinasan; dan 
d. perguruan tinggi negara asing. 
Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, 
huruf b dan huruf c mempunyai akreditasi paling rendah B dari lembaga yang 
berwenang. 
Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d 
mempunyai akreditasi yang disetarakan paling rendah akreditasi B dari 
lembaga yang berwenang di Indonesia. 

(3) Proses seleksi meliputi perhitungan kebutuhan pengisian jabatan atau formasi, 
meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, penilaian kesesuaian latar 
belakang pendidikan dengan pendidikan yang akan diikuti dan menetapkan 
calon peserta tugas belajar dan  iz in be la jar  

Bagian Kedua 
Persyaratan Pemberian Tugas Belajar 

Pasal 8 

Syarat pemberian tugas belajar adalah sebagai ber ikut: 

( 1 )  Syarat Umum 
a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung 

sejak diangkat sebagai PNS ; 
b. untuk bidang ilmu yang langka serta diper1ukan oleh Perangkat Daerah 

dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang 
ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah; 

c. mcndapatkan Surat Perintah Togas dari Kepala Perangkat Daerah; 
d .  bidang i lmu yang akan ditempuh sesuai pengetahuan atau keahlian yang 

dipersyaratkan dalam jabatan pada Perangkat Daerah dan sesuai dengan 
analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya Manusia Perangkat 
Daerah; 
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e. usia maksimal: 
1 .  Program Diploma I ,  Diploma I I ,  Diploma I I  dan Program Strata I (S - 1 )  

atau sctara b e r u s i a  pal ing t i nggi 28 (dua p u l u h  delapan) tahun; 
2. Program St rata I (S-2) atau  setara berus ia  pal ing tinggi 40 (empat puluh)  

tahun; dan 
3. P r o g r a m  St ra ta  I I I  ( S- 33 )  a t a u  s c t a r a  bcr usia pal ing tinggi 40 (empat puluh )  

tahun 
f. untuk abatan y a n g  sangat  d i p e r l u k a n ,  ,i a  pa l ing  t inggi sebagaimana 

d i m a k a u d  pada huruf  e  d i k e c u a l i k a n  sepanjang d iatur  olch ketentuan 
p e r a t u r a n  perundang-undangan atau ada pertimbangan tertcntu dari Pejabat 
Pembina Kepcgawaian ;  
s e t i a p  unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling 
kurang bernilai baik;  

h. tidak s e d a n g  menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang 
dinyatakan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah; 
t idak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; 

j. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah; 
k. bidang pendidikan yang d i ikut i  sesuai serta mendukung tugas pokok dan 

fungsi jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan atau l inear 
dengan latar belakang pendidikan sebelumnya; 

1 .  mengisi surat pernyataan dan surat perjanjian, format surat pernyataan dan 
surat perjanjian sebagaimana tercantum dalam lampiran di  maksud 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota in i  
tcr lampi r ,  dan 

m. mcmenuh i  persyaratan yang ditentukan lembaga pendidikan. 

(2)  Syarat K h u s u s  
a. bagi PNS y a n g  menduduk i  jabatan s t r u k t u r a l  d i bebaskan dari  jaba tannya ;  
b. bagi PNS yang menduduk i  jabatan fungsiona l  di bebaskan sementara da r i  

j a b a t a n n y a ;  

c.  jangka waktu pelaksanaan: 
1 .  Program Diploma I  (D I )  paling lama 1 (satu) tahun; 
2 .  Program Diploma II (DII )  paling lama 2 (dua) tahun;  
3 .  Program Diploma I I I  (DI I I )  paling lama 3 ( t iga) tahun ;  
4 .  Program Strata I (S- 1 ) /Diploma IV (DIV)  paling lama 4 (empat) tahun;  
5.  Program Strata I I  (S-2) paling lama 2 (dua)  tahun; 
6. Program Spesialis mu Kedokteran menyesuaikan program studi dan 

ku riku lum Universitas; dan 
7 .  Program Strata I I I  (S-3) paling lama 4 (empat) tahun. 

d .  jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf 
c masing-masing dapat diperpanjang paling lama l tahun (2 semester) sesuai 
kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi; 

e. bagi PNS yang belum dapat menyelesaiknn tugas belajar setelah dihenikan 
perpanjangan waktu I  t ahun  sebaga imann  dnaksud p a d a  h u r u t  q . n p a t  

diberikan perpanjangan kembali paling lama I (satu)  tahun dan tidal da p a t  
diperpanjang kembali kecuali memenuhi ketentuan 
I .  mendapatkan izin dari Walikota; 
2. keterlambatan menyelesaikan pendidikan bukan kesalahan atau kelalaian 

PNS yang bersangkutan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari 
Universitas /Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan 

·. biaya ditanggung oleh yang bersangkutan 
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f. pada semester pertamn s e t e l a h  d i b e r i k n n  p w r p a n j a n y n n  b n t a n  w n k t u t  t u n  

belajar, sebagaimana d i mnksud  p n d n  h u r u f  e  I @ r n y a t n  b w l u m  c dnpnt  
menyelesaikan pendi d ik an ,  p e j n b n t  b e r w e n a n  d n p n t  e m b e r i l n n  p e r i n n t a m  
t e r t u l i s ,  setelah be r ak hi rnyn p e r p a n j n n p n n  b a t n n  wnktu mnknima l  

sebagaimana d imnksud pad I u r u f  c, m a a i h  b e l m  j un « d a p n t  

menyelesaiknn p e n d i d i k a n n y a ,  p e j n b u t  D e r w e n n n y  « n p n t  m e m b e r i k r  

p e r i n g a t a n  t e r t u l i s  I I ,  se te lah p e r p n n j a n p n  d i m n k u d  d i h e r i l n  d i l k k n m  
perubahan s t a t u s  m e n j a d i  i i n  b e l a j a r ;  

g. dalam melaksanakan i z i n  b e l a j a r  s e b u p a i m n n n  d i m n k u d  p d n  h r u f  I ,  P N S  
t e t a p  dapat m e n i n g g a l k a n  t u g a s n y a  s e b a u i m a n n  b c r l n k u  b n i  t u p n  b r l j n r ;  

h .  pemberian p e r p a n j a n g a n  s e b a g a i m n n n  d i m a k s u d  p a l n  h u r u f  d  d n n  h u r u f  f  
diberikan dengan kriterin; 
l .  adanya perubahan kebijakan program s t y; d i ;  d a m  
2 .  bukan karena kelalaian. 

i .  PNS yang t e l a h  selesai  m e l a k s a n a k a n  t u g a s  b c l a j a r  w n j i b  b e k o r j a  kembal i  

untuk negara pada u n i t  kerja p a d a  i n s t a n s i  t e m p n t  p e a w n i  b e r s n n g k u u t a n  
bekerja s e m u l a  sebagai K e w a j i b a n  K e r j a  d e n g a n  k e t c n t u a n  s c b a n i  b o r i k t ,  
l .  pemberian tugas belajar di  dalam n eger i ,  k e w a j i b a n  kc rja y a n g  h a r u s  

dijalani adalah d u a  kali masa tugas belajar ( n )  a t a u  d alam  r u m u s  (2 n )  
Sebagai contoh, u n t u k  masa belajar · 1  t a h u n ,  maka k c w a j i b a n  kerja 
adalah sebagai berikut: 

Kewajiban Kerja = 2 x  4  =  8  T a h u n  
2 .  pemberian tugas belajar d i  l u a r  n e g e r i ,  kewaji ban kerja y a n g  h a r u s  

dijalani adalah d u a  kali masa tugas belajar ( n )  a t a u  d a l a m  r u m u s  (2 x n )  
Sebagai contoh, untuk masa belajar I t a h u n ,  maka k c w a j i b a n  kerjn 
adalah sebagai berikut: 

Kewajiban Kerja = 2 x  4  =  8  T a h u n  
j .  PNS dapat melaksanakan tugas belajar b e r k c l a n j u t a n  secara b e r t u r u t - t u r u t  

dengan syarat: 
I .  mendapat izin dari Kepala P e r a n g k a t  D a c r a h ;  
2 .  prestasi pendidikan sangat memuaskan;  
3 . j e n j a n g  pendidikan b e r s i f a t  l i n i e r ;  d a n  
4. dibutuhkan oleh Perangkat D a c r a h .  

k. kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana d imaksud pada h u r u f  j, 
diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan t u g a s  bclajar pada 
jenjang pendidikan terakhir; 

I .  PNS tidak berhak m e n u n t u t  fasi l i tas d a n  p e n y e s u a i a n  i j a z a h  kedalam 
pangkat yang lebih tinggi, kecuali tersedia formasi; 

m.  penilaian prestasi kerja peserta d id ik selama menjalani t u g a s  belajar d i n i l a i  
oleh Perangkat Daerah; dan 

n. penempatan PNS y a n g  telah s e l e s a i  t u g a s  b e l a j a r  d i s e s u a i k a n  dengan 
kebutuhan Perangkat Daerah. 

( 1 )  

(2) 

Bagian Ketiga 
Pengajuan Tugas Belajar 

P a s na l  9 

Calon peserta t u g a s  belajar yang lolos se leks i  m e n g a j u k a n  permohonan surat 
tugas bclajar kepada W a l i k o t a  me la l u i  K e p a l a  Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan S u m b e r  Daya M a n usia  Ko ta Pont i anak, 

Permohonan t ugas belajar sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  melampirkan 
dokumen administrasi; 

8 
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a. surat permohonan mengikut i  scleksi tugns bclajar yang diketahui oleh 
atasan langsung; l 

b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah; 
c. surat penawaran program dari lembaga pendidikan yang dituju; 
d .  surat keterangan l u l u s  se leks i  masuk dar i  lembaga pendidikan; 
e.  surat j a m i n a n  p e m b e ri a n  biaya p e n d i d i k a n  d a r i  penanggung beasiswa (jika 

ada);  

f. fotokopi S u r a t  Keputusan  Calon PNS; 
g. fo t o k o p i  Surat Keputusan PNS;  

h. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir; 
i .  fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir; 
j .  fotokopi ljazah Terakhir; 
k. fotokopi Daftar Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir; 
I .  su rat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan ten tang: 

I .  tidak sedang menjalani hu kuman dis ip l in PNS tingkat sedang atau berat; 
2 .  tidak sedang cuti diluar tanggungan negara; 
3 .  t i dak  sedang dalam proses penjatuhan hukuman dis ipl in ;  dan 
4 .  t i d a k  sedang dalam proses perkara p i dana ,  v a n g  bukan pelanggaran.  

m. su rat  keterangan rencana/jadwal s tud i /pcrku l iahan ;  dan 

n .  fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa. 

Bagian Keempat 

Hak dan Kewajiban PNS Tu gas Belajar 

Pasal 1 0  

Hak PNS tugas belajar adalah: 
a. mendapat biaya tugas belajar, meliputi: 

1 .  biaya pendidikan; 
2 .  biaya h idup dan operasional (akomodasi dan transportasi); 
3 .  biaya buku dan referensi; dan 
4. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi. 

b. mendapat kenaikan pangkat; 
c .  mendapat kenaikan gaji berkala ; 
d .  mendapat penilaian prestasi kerja dari unit kerja PNS;  dan 
e. masa menjalani tugas belajar dihitung sebagai masa kerja. 

Pasal 1 1  

( 1 )  Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah: 

<00DINAS! 

a .  melepaskan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung 
atau pejabat lain yang ditunjuk; 

b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk 
ketentuan p e r a t u r a n  perundang-undangan di institusi pendidikan; 

c. melaksanakan t ugas  belajar dengan sebaikbaiknya dan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya; % 

d .  melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester) kepada 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Pontianak; 

9 
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e.  melaksanakan kewajiban kerja sebagaimana d imaksud dalam Pasal 8 huruf  i ;  

f. melaporkan secara tertul is kepada Wal i ko ta  u . p .  Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya M a n u s i a  Ko ta  Pontianak dan Perangkat 
Daerah pengusul paling lambat 1 5  ( l ima bclas) hari sejak berakhirnya masa 
tugas belajar, dengan melampirkan surat keterangan l u l u s ;  dan 

g. mengirimkan fotokopi ijazah dan  transk rip  n i la i  legalisir kepada Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  Daya Manusia Kota Pontianak 
sete lah selesai masa tugas belajar. 

(2) Kewaji ban melaksanakan kewajiban kcrja s e b a a i m a n a  d imaksud pada ayat ( 1 )  
h u r u f  e  juga berlaku bagi yang tidak menyelesaikan tugas bclajar. 

(3) Bagi peserta tugas belajar pada perguruan tinggi negara asing, selain harus 
memenuhi kewajiban scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  juga mempunyai 
kewajiban: 

a. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara 
tempat tugas belajar; dan 

b.  menjaga nama baik bangsa, instansi dan negara Indonesia. 

BAB VII 

PEMBERIAN IZIN BELAJAR 

Bagian Kesatu 

Pemberian zin B e l a j a r  

Pasal 1 2  

( 1 )  Pemberian surat izin belajar ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak 
melaksanakan proses pemberian izin belajar. 

(3) Penyelenggaraan izin belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang 
meliputi: 

a. Perguruan Tinggi Negeri; dan 

b. Perguruan Tinggi Swasta. 

(4) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dan huruf b mempunyai akreditasi paling rendah B dari lembaga yang 
berwenang . 

Bagian Kedua 

Persyaratan Pemberian Izin Belajar 

Pasal 1 3  

( 1 )  Syarat Umum 

a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung 
sejak diangkat sebagai PNS; 

b. mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah; 

c. tidak meninggalkan tugas jabatannya; 

d .  unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang 
bernilai baik; 

e .  tidak sedang menjalani hukuman disipl in tingkat sedang atau berat yang dinyatakan dengan surat perny�t;an dari Kcpala Pera��=�·�aerah;t�': j 
f 
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f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, dinyatakan 
dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah; dan 

g. bidang pendidikan yang diikuti sesuai serta mendukung tugas pokok dan 
fungsi jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan atau linear 
dengan latar belakang pendidikan sebelumnya. 

(2) Syarat Khusus 

a. j angka waktu pelaksanaan: 

1 .  Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun; 
2 .  Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun; 

3 .  Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun; 

4 .  Program Strata I ( S - 1 ) / D i p l o m a  IV ( D I V ) ,  p a l i n g  l a m a  ( e m p a t )  t a h u n  

5 .  Program Strata II ( S -2) ,  paling lama 2 ( d u a )  t a h u n ;  

6 .  Program Spesialis Ilmu Kedokteran menyesuaikan program studi dan 
kurikulum universitas; dan 

7. Program Strata III (S - 3 )  paling lama 4 (empat) tahun. 

b .  biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan didukung oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah; 

c.  PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat 
yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi, dinyatakan dengan pemyataan 
dari yang bersangkutan; 

d .  izin belajar paling lambat diajukan sebelum yang bersangkutan selesai 
melaksanakan pendidikan sepanjang memer/hi persyaratan; dan 

e .  program studi yang akan diikuti bukan merupakan kelas Sabtu-Minggu 
(weekend class) dan kelas jauh kecuali Universitas Terbuka. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pengajuan Izin Belajar 

Pasal 14  

( 1 )  Permohonan izin belajar diajukan kepada Walikota dengan melampirkan 
dokumen administrasi sebagai beriku t: 

a. surat permohonan izin belajar dari PNS yang bersangkutan kepada Kepala 
Perangkat Daerah; 

b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah; 
c .  fotokopi Surat Keputusan Calon PNS ; 

d .  fotokopi Surat Keputusan PNS ;  
e .  fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir; 
f. fotokopi peni la ian prestasi kerja 2 (dua)  t a h u n  t e rakh i r  paling kurang berni lai  

baik; 
g. fotokopi ljazah terakhir; 
h .  surat pernyataan/keterangan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan 

tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat; 
i. fotokopi surat keterangan akreditasi paling rendah B program studi lembaga 

pendidikan yang akan di ikut i  dari lembaga yang berwenang; 

j .  surat keterangan diterima sebagai mahasiswa dari institusi pendidikan; 
we 

k. jadwal kuliah per semester; P r  DiAs ] 

i. f f  
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I .  surat pernyataan PNS yang bersangkutan :  

1  t idak m e n u n t u t  fasilitas pembiayaan, 

2 .  tidak mengganggu jam kerja; dan 
3 .  t idak menun tu t  penyesuaian ijazah. 

Bagian Keempat 

Kewajiban PNS lzin Belajar 

Pasal 1 5  

ewai iban PNS i z i n  belajar adalah: 
a. menandatangani surat pernyataan komitmen pemenuhan kewajiban izin belajar; 
b .  menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa pendidikan yang berlaku di 

i n s t i t u s i  pendidikan, 
c. melaporkan perkembangan akademik kepa;]a Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak; 
d. melaporkan secara tertulis kepada Walikota u .p .  Kepala Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak paling lambat 1 5  
( l ima belas) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan 
melampirkan surat keterangan lulus ; dan 

e. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Badan 
Kepegawaian dan Pengernbangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak setelah 
selesai masa pendidikan. 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 1 6  

( 1 )  Sumber pembiayaan pendidikan tugas belajar, izin belajar, adalah: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan pihak sponsor yaitu 

kementerian/lembaga/badan/yayasan/perusahaan berbadan h u k u m  atau 
bantuan pihak asing yang tidak meng ika t ;  dan  

c. dalam ha l  rincian biaya pendidikan terdapat r incian yang tidak dib iayai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan pihak sponsor 
maka biaya pendidikan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sepanjang anggaran tersedia. 

(2) Komponen dan besaran biaya tugas belajar yang pembiayaan bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak diberikan sesuai 
dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah. 

(3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 
disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 
b e r j a l a n .  

(4) Biaya penyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada peserta dan/atau 
institusi p endidikan.  

(5) B i a y a  penyclenggaraan t u g a s  belajar d a n  i k a t a n  d i n a s  kepada peserta meliputi: 

a. biaya pendidilan; 

b. biaya h i d u p  d a n  biaya operasional (akomolasi d a n  t r a n s p o r t a s i ) ,  
c. buku dan referensi, dan  
d .  biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi. 

(6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan kemampuan l 

f • 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(7) Pemberian biaya bantuan izin belajar disesuaikan dengan jumlah anggaran 
yang tersedia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kota Pontianak. l 

(8) Pemberian biaya bantuan izin belajar tidak berlaku surut .  

(9) Pembayaran biaya bantuan izin belajar disampaikan oleh bendahara atau 
pengelola pendidikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kota Pontianak kepada PNS peserta izin belajar melalui rekening 
bank yang ditunjuk. 

( 1 0 )  Besarnya bantuan dan pen unjang pendidikan bagi peserta tugas belajar 
mengacu kepada Peraturan Walikota tcntang Standar Biaya Pemerintah Daerah. 

( 1 1 )  Besarnya bantuan pendidikan bagi peserta izin belajar mengacu kepada 
Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah dan diberikan 
sepanjang dana tersedia dan bukan merupakan kewajiban bagi pemerintah 
daerah. 

BAB IX 

PEMBATALAN 

Pasal 17  

Pemberian tugas belajar dan izin belajar d i b a t a l k a n  d a l a m  hal  keadaan sebagai 
berikut : 

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 

b. mengajukan permohonan pengunduran diri; dan 

c. tidak sehat jasmani dan atau rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan 
yang mengakibatkan PNS tugas belajar/izin belajar tidak dapat menyelesaikan 
pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

BABX 

KENAIKAN PANGKAT DAN PENGAKUAN 

IJAZAH/PENCANTUMAN GELAR 

Pasal 18  

( 1 )  PNS yang telah melaksanakan tugas belajar d a n  iz in belajar apab i la  te lah l u l u s  
dan memperoleh ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar diberikan kenaikan pangkat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 

(2) Ketentuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah sesuai 
dengan peraturan perundangan-undangan. 

(3) PNS yang telah memiliki izin belajar, menyelesaikan pendidikan dan telah 

mencapai pangkat puncak, untuk mendapatkan pengakuan ijazah/pencantuman 
gelar dalam administrasi kepegawaian tidak perlu mengikuti Ujian Kenaikan 
Pangkat Penyesuaian ljazah. 

(4) Permohonan u s u l  pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk PNS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Pontianak . 

1 3  
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(5) Pengakuan i jazah pencantuman gelar se te lah mend a pa t  p e r s e t u j u n n  teknis d a r i  
Badan Kepegawaian Negara dan d i t t a p k a n  den gnn  k e p u t u s n n  e j a b n t  P e m b i n a  
Kepagawaian, 

B A I  I  

S A N K S  

P a s n l  1 9  

( 1 )  Dalam hal PNS tidak melapor kepada W a h i k o t  s c b a g a m a n n  d i m a k s u d  d a l a m  
Pasal I I  a v a t  ( l )  h u r u f f ,  PNS y a n g  bersnnglutan h i b e r h e n t i k n n  d e n p a n  h o r m n t  

tidak atas p e r m i n t a a n  sendiri, 

(2) PNS yang diberikan tugas belajar t idak d a p a t  m e n y l e s i k n n  p e n d i d i k n n n y a  
dikarenakan kellaian yang bersangkutan,  m e n g u n d u r k a n  d i r i  t a n p a  a lasan s a h ,  
menghilang tanpa keterangan dan d ike l ua rkan o leh i n s t i t u s i  p e n d i d i k a n  d i k e n n i  
sanksi berupa: 

a. hukuman disiplin PNS; 
b .  pembatalan tugas belajar; dan 
c. mengembalikan seluruh biaya pendid ikan y a n g  d i be r ikan se lama t u g n s  belajar 

yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja D a e r a h  K o t a  P o n t i a n a k .  

BAB X I L  

MONITORING DAN EVALUASI  

( 1 )  Untuk mengetahui perkembangan dan kemajunn PNS yang melakukan t u g a s  
belajar dan izin belajar dilakukan monitoring dan evaluasi . 

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui supervisi  langsung atau tidak 
langsung ke institusi pendidikan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak. 

BAB X I I I  

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 2 1  

( 1 )  PNS yang tidak mempunyai s u r a t  izin belai;r dan telah l u l u s  pendidikan 
terhitung sampai dengan tahun 2 0 1 7 ,  dap't diberikan Surat Keterangan 
Menvelesaikan Pendidikan sebagai pengganti surat izin belajar sepanjang 
permohonan diajukan sebelum 3 1  Desember 2 0 2 1 ,  dengan ketentuan: 
a. memiliki masa kerja paling singkat 5 ( l ima) tahun sejak diangkat menjadi 

PNS: 
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling ku rang berni lai  baik dalam 2 (dua) 

tahun terakhir: 
c .  tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 
d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara; 

e. bidang pendidikan y a n g  diikuti sesuni sertn mendukung tugas pokok dan 
fungsijabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan atau linear dengan 
latar belakang pendidikan sebelumnya; 
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[ e n j a n g  pendi d i knn s e b e l u m n y n  t c l h  d i n k t t  w e n r a  admin is t ras i  kepegawaian, 

p e r g r u n n  t i n g p i / s e k o l n h  yang d i i k u t i  t e lah  t e r a k r e d i t a s i  p a l i n g  rendah " "  
o l e h  i n s t n n i  D e r w e n n n g ;  d a m  

h ,  t i d a l  m e n u n t u t t  ke nnikan p a n g l u t  p e n y e s t a i a n  i j a z a h ,  
( )  S u r a t  t u g n s  b e l a j n r  d n n  i :i n  be ln jnr  y a n g  t e l a h  dikeluarkan/d i te rbi tkan s e b e l u m  

b e r l n k u n v n  P e r n t u r a n  Wlikotn i n i  d i n v a t a k a n  t e t a p  ber laku sampai dengan 
p w l a k n n n n  t u g n s  belajnr n t n u  i z i n  b e l a j a r  se le sai ,  

(3) P N S  m u t a s i  d a r i  l u a r  d a e r a h  y a n g  t e l a h  m e m i l i k i  s u r a t  iz in bela jar  d a r i  d a e r a h  
a s n l  dan mns ih  m e n e m p u h  a t a u  t e l a h  menye lesaikan pend id ikannya,  surat iz in 
b e l a j a r n y a  t e t a p  b e r l a k u  se pan j ang t i d ak  be r t en tangan  dengan Peraturan 
Wal ikota i n i ,  

B A  X I V  K E T ' E N ' T U A N  PENUTUP 

P a s a l  2 2  

Pada s a a t  P e r a t u r a n  W a l i k o t a  i n i  mulai  berlaku,  Peraturan Walikota Nomor 2 3  
Tahun 2 0 1 7  t e n t a n g  'Tugas Belajar ,  lz in  Be la jar ,  Beasiswa, Ikatan Dinas Bagi 
Pegawai Negeri Sipi l  d i  L ingkungan Pemerin tah Kota Pontianak ( B e ri t a  Daerah Kota 
Pontianak Tahun 2 0 1 7  Nomor 23 ) ,  dicabut  dan  dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 26 

Peraturan Walikota ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota in i  dengan penempatannya dalam Beri ta Daerah Kota Pontianak. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal ro Novem)er 2 0 2 0  

{ WALIKOTA PONTIANAK, , 

z ,gt., 

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 0 \oomb 20R0 SEKRETARIS D A E R A H  K; TA PONTIANAK, 
B E R I T A  D A E R A H  KOTA P O N T I A N A K  T A H U N  2 0 2 0  N O M O R  79 

1 5  

Dipindai dengan CamScanner 



LAMPIRAN 
PERATURAN WAL IKOTA PONTIANAK 

NOMOR 79 TAHUN 2020 

T E N T A N G  M E K A N I S M E  P E M B E R I A N  
TU G A S  B E L A J A R ,  [ Z I N  BELA\JAR 
B A G I  PEG A W A I  N E G E R I  S I P I L  D I  
L I N G K U N G A N  PEMERINTAH KOTA 
PON T IAN AK 

a .  Surat  Pernyataan Untuk  Tugas Belajar (Format P . 1 )  

SURAT PERNYATAAN 

Mahasiswa Tugas Belajar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · . . . . . . . . · · . . . . ,  Terhitung Mulai  Tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . .  Masa Tugas Belajar 

Dengan hormat, 

Y a n g  bertanda tangan dibawah ini s a v a :  

Nama 

N I P  

Pangkat Gol Ruang 

U ni t  Kerja 

Jabatan Lama 

Jabatan baru 

Dengan ini saya menyatakan : 

I Setelah selesai dan l ui u s  menyelesaikan masa tugas belajar, saya akan kembali 
bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak; 

2 .  Mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pendidikan; 

3. Mentaati kewajiban tugas belajar dan kewajiban kerja setelah selesai tugas belajar; 
4 .  Melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester); 

5. Melaporkan secara tertulis kepada Walikota u . p .  epala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak paling lambat 1 5  (lima 
belas) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat 
keterangan l u l u s ;  

6 .  Berkomitmen belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, untuk menyelesaikan 
pendidikan tepat waktu sesuai dengan pe ra tu ran  y a n g  berlaku;  

7 .  Tidak m e n u n t u t  biaya/bantuan dana dar i  Pemerin t ah Kota Pontianak; 
8. Tidak menuntut  penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali 

terdapat formasi; 
9 .  Bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan. 

Demikian surat pernyataan ini  dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar­ 
benarnva untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari 
pernyataan ini ternyata tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan 
dan peraturan yang berlaku. 

Pontianak, . 
Yang Membuat Pernyataan 

bermeterai 
Rp. 10 .000 , ­  

N I P .  
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